
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROWNSI NUSATENGGARA BARAT
NOMOR 07 /HK.O3.\ / s2 / 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEDUAATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PRO'INSI NUSA TENGGARA BARAT NoMoR 5o.A/ Kpts/ Kpu-prov-o l 7 / 2o 1 S
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PE.JABAT PENGELOLA INFORMASI

DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEM]LIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSATENGGARA BARAT,

Menimbang 1. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur
organisasi Komisi pemilihan Umum provinsi Nusa
Tenggara Barat sesuai dengan peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2O2O tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Ke4a Selrretariat Jenderal Komisi pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi pemilihan Umum provinsi,

dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, perlu metakukan perubahan
struktur Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan Komisi pemilihan Umum provinsi Nusa
Tenggara Barat;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum provinsi Nusa Tenggara Barat
tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor
5O.A/Kpts/KPU-prov-017/2015 tentang penetapan

Struktur Pejabat pengelola Informasi dart Dokumentasi
di Lingkungan Komisi pemilihan Umum provinsi Nusa
Tenggara Barat;
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SATINAN



Mengingat
-2-

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OOS tentang
Keterbukaan Informasi publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4g46);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OlZ tentang
Pemilihan Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor I Tahun
2015 tentang pengelolaan dan pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Komisi pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

4. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor g Tahun
2019 tentang Tata Ke4'a Komisi pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum provinsi dan Komisi pemilihan
Umum Kabupaten/Kota {Berita negzrra Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2O2l tentang
Perubahan Ketiga atas peraturan Komisi pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Keda Komisi
Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 7g6);

5. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang T\,rgas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi pemilihan Umum provinsi,

dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum
Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236);

6. Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor
87 /Kpts/KPU/TAHUN 2Ot5 tentang Stmktur pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum;
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7. Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 526 /HM.O2_

KpI/O6/KPU /VtIt/2O21 tentang perubahan atas
Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor
87IKpIs/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Komisi Pemitihan Umum;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN STRUKTUR
PF^IABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT.

Menetapkal Perubahan Struktur pejabat pengelola

Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum prorrinsi Nusa Tenggara Barat sebagai
berikut:

a. Pembina Pejabat pengelola Informasi dan
Dokumentasi, yang terdiri atas:

1. Ketua Komisi pemilihan Umum provinsi Nusa
Tenggara Barat; dan

2. Anggota Komisi pemilihan Umum provinsi Nusa
Tenggara Barat;

b. Tim Pertimbangan pelayanan Informasi yang terdiri
atas:

1. Anggota Komisi pemilihan Umum yang
membidangi Divisi Sosialisasi, pendidikan

Pemilih, dan partisipasi Masyarakat;
2. Sekretaris Komisi pemilihan Umum provinsi Nusa

Tenggara Barat;

3. Kepala Bagian Teknis penyelenggaraan pemilu 
,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
4. Kepala Sub Bagian Teknis penyelenggaraan;

5. Kepala Sub Began partisipasi dan Hubungan
Masyarakat;

c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
yaitu Sekretaris Jenderal Komisi pemilihan Umum;
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KEDUA

Salinan sesuai denga:r aslinya
SEKRETARI,AT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

H dan Sumber Daya Manusia,
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d. Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu

Kepala Bagian Teloris penyelenggaraan, partisipasi dan
Hubungan Masyarakat;

e. Tim Penghubung penyedia Informasi dan Dokumentasi
Pejabat yang ditetapkan pada masing_masing Bagran
pada Seknetariat Komisi pemilihan Umum provinsi
Nusa Tenggara Barat; dan

f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu
Fungsional Umum pada masing_masing bagian pada
Sekretariat Komisi pemilihan Umum provinsi Nusa
Tenggara Barat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanegal ditetapkan

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 5 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

SUHARDI SOUD
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